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BAB III

KETENTUAN HUKUM MENGENAI KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO.23 TAHUN 2002 DAN UU NO.23 TAHUN 2004
A. Pengertian Anak Serta Hak dan Kewajiban Anak
Dalam kamu besar bahasa Indonesia anak diartikan keturunan yang kedua selain itu anak juga diartikan manusia yang masih kecil
. Dalam pasal 1 convention on the rigts of the child disebutkan bahwa  anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.
 Kemudian pengertian ini diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990, dinyatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. 
Pengertian anak dijelaskan lebih rinci dalam UU No. 23 Tahun 2002  Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 6 sampai butir 10 UU No.23 tahun 2002 dijelaskan lebih rinci tentang pengkategorian anak apabila ditinjau dari segi sudut sosial dan hukum. Pertama, Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya secara wajar baik fisik, mental, spritual maupun sosial ( Pasal 1 butir 6 UU No. 23 tahun 2002). 

Kedua, anak yang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar ( Pasal 1 butir 7 UU No 23 tahun 2002).
Ketiga, anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang memiliki kemampuan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa (Pasal 1 butir 8 UU No 23 tahun 2002). 

Keempat, anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan ( Pasal 1 butir 9 UU No 23 tahun 2002). 

Kelima, anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan (Pasal 1 butir 10 UU No 23 tahun 2002 ). 

Keenam, anak nakal adalah anak : a) anak yang melakukan tindak pidana, atau b) anak yang dinyatakan melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ( Pasal 1 butir 2 UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).  

Menurut Abu Huraerah anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Untuk meletakkan kedudukan anak dalam arti khusus dibentuk dari ketentuan-ketentuan nilai-nilai yang tumbuh dalam lingkungan agama sosial, ekonomi, dan politik dari suatu bangsa secara universal.
 
Anak sebagai mahluk Allah SWT wajib dilindungi hak-haknya. Hak anak dapat dibangun dari pengertian hak secara umum ke dalam pengertian “Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sitem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan“.

Dalam UU No. 39 tahun 2002, tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat dan negara (Pasal 52 Ayat 1 UU No. 39 tahun 2002). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 Ayat 2 UU No. 39 tahun 2002)

Dalam UU No. 23 tahun 2002  Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 dijelaskan tentang hak-hak anak yaitu: 

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5).

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)

4. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan       diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7).  

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8). 

6. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 


(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9). 

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10). 

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11). 

9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. ( Pasal 12).

10. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (Pasal 13): 

a. Diskriminasi;

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  

c. Penelantaran;  

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;  

e. Ketidak adilan; dan  

f. Perlakuan salah lainnya.  

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). 

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (pasal 15) : 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;  

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;  

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan  

e. Pelibatan dalam peperangan.  

13.  (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.


(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16). 

14. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan  upaya hukum yang berlaku; dan  

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 


(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17). 

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)

Sedangkan kewajiban anak sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 19 UU No. 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut: 

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;  

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;  

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;  

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan  

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
B. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Dalam hukum Belanda Istilah tindak pidana berasal dari istilah. “strafbaar feit”.
 Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Simon merumuskan “Strafbaar feit“ adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.
 Lain lagi pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Moelyatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
  
Sedangkan kekerasan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan abuse. Barker mendefenisikan abuse sebagai “improper behavior intended to cause phsycal, phychological, or financial harm to an individual or group”
 (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Kekerasan merujuk pada tindakan agresi
 dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu kepada binatang dan harta-benda. Istilah “kekerasan” juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk yaitu kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang yakni kekerasan antar masyarakat dan terorisme

Kekerasan terhadap anak dalam hukum positif negara Indonesia merupakan suatu tindak pidana. Untuk mengetahui defenisi kekerasan terhadap anak perlu dipahami bahwa kekerasan tersebut adalah
:

1. Bahwa kegiatan yang menunjukan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras yang mengandung paksaan/kekejaman baik secara fisik, mental baik langsung atau tidak;
2. Pidana: kejahatan dengan kekerasan meliputi penganiayaan, kekejaman, pemakaian senjata tajam, senjata api, alat lain yang dapat dipakai untuk melukai penerima tindakan tersebut;

3. Tindakan secara langsung;
a. Anak secara langsung menerima perlakuan fisik;
b. Tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial;
c. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak;
4. Kekerasan tidak langsung;
Anak secara psikis merjadi terganggu akibat kesaksian terhadap kekerasan dari seseorang terhadap orang lain melalui mass media;
5 Aspek kesehatan jiwa diakibatkan perlakuan penganiayaan/ kekejaman/kekerasan dari pihak orang dewasa atau orang tua terhadap anaknya.

Pada awalnya terminologi tindak kekerasan terhadap anak atau child abuse berasal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiologis Caffey melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (multiple fractures) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan tanpa diketahui sebabnya (unrecognized trauma). Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome. Kasus yang ditemukan Caffey di atas semakin menarik perhatian publik ketika Henry Kempe tahun 1962 menulis masalah ini di Journal of the American Medical Assosiation, dan melaporkan bahwa dari 71 Rumah Sakit yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, di mana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dialaminya, dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen. Henry  menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah Battered Child Syndrome, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain. Selain Battered Child Syndrome, istilah lain untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami anak-anak adalah Maltreatment Syndrome, yang meliputi gangguan fisik seperti di atas, juga gangguan emosi anak dan adanya akibat asuhan yang tidak memadai, ekploitasi seksual dan ekonomi, pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan dan kekerasan yang berkaitan dengan medis 

Barker mendefenisikan child abuse : “the recurrent infliction of physical or emotional injury on a deependet minor, trogh intentional beatings, uncontroled corporal punishment, persitent redicule and degradation, or sexual abose, usually comitted by parents or other in carge of the child’s care” 
 ( kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai berulang-ulang baik secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi
 dan cemoohan permanent atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan pada orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak). 

Kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekitar kita akan tetapi sering tidak disadari karena kurang dianggap sebagai hal yang biasa. Sebagai contoh orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari, ini dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih untuk mendisiplinkan anak atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman sebayanya.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh  persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intern keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisikal dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenannya, istilah child abouse atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (phsycal abuse) hingga seksual (sexsual abuse); dari yang bermakna psikis (mental abuse) hingga sosial (social abuse) yang berdimensi kekerasan struktural.
      

Berdasarkan ketentuan KHA (Konvensi Hak Anak) dan protokol tambahannya KHA  (option protocol CRC) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk:

1. Bentuk  pertama adalah kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (sale children) untuk tujuan prostitusi  (child prostitution) dan pornografy  (child phornografy). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakukan salah secara seksual dapat dikenali dalam bentuk perkosaan, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual , dicium bahkan perbuatan incest.  

2. Bentuk kedua adalah kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur.

3. Sedangkan bentuk ketiga ialah bentuk kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendakan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengarkan anak pada usia balita. 

4. Sedangkan bentuk kekerasan yang  keempat adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran. Bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis, mendorong dan memaksa anak menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis-jenis pekerjaan lain yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak. 

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pembagian kekerasan terhadap anak seperti : Suharto mengelompokan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi:

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecek atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan dapat pula berupa akibat sundutan rokok atau setrika;

2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, atau film porno grafi pada anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya, menunjukan gejala perilaku seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain;

3. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, exploitasi sexsual);

4. Kekerasan anak secara sosial, mencakup penelantaran anak dan exploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, sedangkan exploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Terry E. Lawson psikiater
 Internasional yang merumuskan defenisi tentang kekerasan terhadap anak menyebut ada 4 macam abuse, yaitu
:

1. Emotional abuse terjadi ketika orang tua pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian mengabaikan anak itu ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibuk terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dilindungi anak akan mengingat kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan itu;
2. Verbal abuse terjadi ketika orang tua mengasuh dan pelindung setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menangis. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal
 seperti, “kamu bodoh”, “kamu cerewet” dsb anak akan mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode;

3. Phsycal abuse terjadi ketika orang tua pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu;

4. Sexual abuse, biasanya tidak terjadi selama 18 bulaan pertama dalam kehidupan anak. 

Seorang pskiater anak, dr. Tjhin Wiguna, SpKj, secara garis besar menggolongkan child abuse menjadi 4, yaitu: 

1. Physical abuse (penderaan fisik), merupakan setiap tindakan yang bukan karena kecelakaan, yang menyebabkan cidera fisik pada anak.

2. Sexsual abuse (penderaan sexs), merupakan perilaku sex bisa merupakan tindakan sex, namun bisa juga tidak. Contoh: sodomi, memegang alat kelaminan, mempertotonkan alat kelamin pada anak dan sebagainya;

3. Neglecht (penelantaran anak) merupakan kondisi dimana anak tidak mendapatkan perlindungan yang baik;  

4. Emotional/ psichologikal abuse (penderaan psikis), merupakan suatu tindakan berupa depresi atau mengatakan secara terus-menerus memojokan anak. Contoh: mengatakan bahwa anak hanya menyusahkan, mengomeli, menyatakan bahwa anak tidak berguna dan sebagainya.     

Menurut Tjhin, child abuse bisa menimpa siapa saja. Child abuse ibarat fenomena gunung es, yang kita lihat hanyalah permukaan saja, sementara kasus yang tidak terungkap lebih banyak lagi. Child abuse bisa menimpa semua kalangan mulai dari menengah kebawah hingga ke atas, karena tak jarang kekerasan itu terjadi dalam rumah. 
Terjadinya gunung es, menurut Tjhin disebabkan karena:

1. Anak tidak dapat mengemukakan masalahnya. Apalagi bila penderaan itu justru dilakukan oleh orang tuanya sendiri, paling-paling orang sekitarnya akan berpikir bahwa anak itu dipukul karena ia nakal atau tidak menurut;

2. Ada pandangan sosial tertentu, yang menyatakan bahwa kalau anak dihukum merupakan proses pendewasaan, agar ketika besar ia menjadi tahan banting;

Menurut Abu Hurairah bentuk kekerasan terhadap anak adalah :

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecek atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan pada anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing sembarangan, memecahkan barang berharga.   

2. Kekerasan secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang dapat perlakuan seperti ini umumnya menunjukan gejala prilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa ( perkosaan, eksploitasi seksual).

4. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.



Dari berbagai penjelasan para ahli juga konvensi hak-hak anak mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak maka dalam pasal 69 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa kekerasan terhadap anak terbagi menjadi tiga bentuk kekerasan:

1. Kekerasan fisik

2. Kekerasan psikis

3. Kekerasan seksual

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak ini lebih dijelaskan dalam UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 

Pasal 5 

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis; 

c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga. 
Pasal 6 

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 

Pasal 7 

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

Pasal 8 

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang banyak diterima oleh anak-anak. Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan sebuah bentuk tindakan pidana yang dapat membahayakan anak, baik fisik maupun psikis anak.
C. Faktor Penyebab Kekekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendukung terjadinya kekerasan tersebut. Berikut ini akan diutarakan mengenai faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak. 

Secara umum kekerasan terhadap anak yang terjadi sering kali disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 

1. Faktor lingkungan.

2. Faktor ekonomi

3. Faktor pendidikan

4. Minum-minuman keras

5. Frustasi

6. Kelainan jiwa

Menurut Soeharto kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti
:

1. Anak mengalami cacat tubuh,  retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidak tahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa.

2. Kemiskinan keluarga orang tua menganggur pengahasilan tidak cukup banyak anak.

3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home) misalnya penceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi 

4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak tahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child) anak yang lahir diluar nikah.

5. Penyakit parah atau gangguan mental salah satu atau kedua orang tua misalnya tidak mampu perawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi
 

6. Sejarah penelantaran anak, orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.

7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh tergusurnya tempat bermain anak-anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatkan faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. 
Sementara itu, Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan atau penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu
 : faktor orang tua/ keluarga, faktor lingkungan/komunitas, dan faktor anak sendiri.

1. Faktor orang tua/ keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelanntaran terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakkukan kekerasan terhadap anak di antaranya :

a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak:

·  Kepatuhan anak pada orang tua

·  Hubungan asimetris
b. Dibesarkan dengan penganiayaan

c. Gangguan mental

d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun

2. Faktor lingkungan sosial/komunitas

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya :

a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis

b. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah

c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tuanya sendiri

d. Status wanita yang dipandang rendah

e. Sistem keluarga patriarkal

f. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis
3. Faktor anak sendiri 

a. Penderitaan gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungan

b. Perilaku penyimpangan pada anak 

Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam keluarga (family stress). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu :
a. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres.

b. Stres yang berasal dari orang tua misalnya orang tua dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin.

c. Stres berasal dari situasi tertentu misalnya terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Dengan adanya stres dalam keluarga dan faktor sosial budaya yang kental dengan ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan, sikap permisif terhadap hukuman badan sebagai bagian dari mendidik anak, maka para pelaku makin merasa salah untuk mendera anak. Dengan sedikit faktor pemicu, biasanya berkaitan dengan tangisan tanpa henti dan ketidakpatuhan pada pelaku, terjadilah penganiayaan pada anak yang tidak jarang membawa malapetaka bagi anak dan keluarganya.

Dalam penelitian Putrika P.R. Gharin menemukan bahwa pada prinsipnya pola kekerasan pada anak di Indonesia dan di Jerman hampir sama. Kekerasan fisik pada anak sering terjadi pada masyarakat tingkat ekonomi bawah. Penyebab kekerasan fisik lebih  sering berkaitan dengan masalah stress  ekonomi atau lingkungan yang  kurang kondusif, yang biasanya lebih dimiliki oleh masyarakat tingkat ekonomi bawah. Penyebab lain adalah akibat indirek dari kekerasan suami kepada istri (kekerasan dalam rumah tangga, yang sering disingkat sebagai KDRT). KDRT mempunyai akibat langsung kepada istri, dan tidak langsung kepada anak, misalnya 1) suami memukuli  istri, suatu saat pukulannya malah mengenai anak akibatnya anak mati, 2) akibat KDRT istri jadi tertekan, dan sebagai pelampiasannya istri memukuli  anak, akibatnya anak jadi sakit atau mati, 3) akibat KDRT istri jadi tertekan, si anak (bayi) jadi tak terurus, akibatnya anak/bayi sakit atau mati Perbedaannya, kekerasan fisik di Indonesia kadang menyebabkan kematian pada anak, sedangkan di Jerman jarang menimbulkan kematian.

D. Efek Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan mengakibatkan berbagai efek pada anak yang menjadi korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 

Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis (traumatis, depresi, stress) maupun sosial. 
Beberapa ahli telah mengemukakan tentang efek dari kekerasan yang dilakukan terhadap anak diantaranya adalah:
1. Rusmild 
Menurut Rusmild anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan penelantaran mengahadapi resiko
:

a. Usia yang lebih pendek
b. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
c. Masalah pendidikan(droop aut dari sekolah).
d. Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak
2. Hofeller dan La Rossa

Tokoh ini menjelaskan bahwa efek kekerasan secara psikologis terhadap anak yang masih kecil akan mengakibatkan sering susah tidur dan bangun ditengah malam menjerit ketakutan. Mereka juga ada yang menderita psikosomatik seperti asma. Beberapa anak ada pula yang demikian sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan berat badanya turun drastis ketika mereka semakin besar. Anak laki-laki cendrung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain, sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri kepada dunia fantasinya sendiri. Namun dampak yang paling menyedihkan adalah anak perempuan kemudian merasa semua anak pria itu menyakiti (menyebabkan beberapa diantaranya membenci pria), sedangkan anak laki-laki kemudian percaya bahwa laki-laki mempunyai hak untuk memukuli istrinya.

Sementara itu YKA (Yayasan Kesejahteraan anak indonesia) menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan anak di kemudian hari, antara lain :

a. Menjadi gelandangan
b. Cacat tubuh permanen

c. Kegagalan belajar

d. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian

e. Konsep diri yang buruk dan ketidak mampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain

f. Pasif dan menarik diri dari liingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain

g.  Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal

h. Menjadi penganiaya ketika dewasa

i. Menggunakan obat-obatan dan alkohol

j. Kematian.

Anak merupakan manusia kecil yang begitu sensitif dan peka, sama halnya dengan makhluk-makhluk lainya ketika masih berusia dini. Seperti sebuah tunas tumbuhan jika tidak bisa merawatnya dengan baik dari pengaruh cuaca dan lingkungan, maka ia akan layu dan mati. Juga seperti hewan yang masih kecil yang selalu dirawat dan dijaga oleh induknya dari berbagai bahaya lingkungan dan ancaman makhluk lain.

E. Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Kekerasa Terhadap Anak

Adapun yang bisa dijadikan pedoman mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak secara umum adalah KUHP dan secara khusus adalah UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
KUHP telah mengatur secara umum mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak, yaitu tentang penganiayaan, perbuatan kesusilaan, dan pemerkosaan.  Akan tetapi ketentuan dalam KUHP ini tidak mencakup secara mendetail tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak dan  sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak serta masih tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh sebab itu dikeluarkanlah  UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur secara khusus. Akan tetapi tindak kekerasan terhadap anak terbagi dua yaitu kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga terus meningkat dan sulit terungkap oleh sebab itu dikeluarkan lagi aturan yang lebih khusus yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Sebagaimana salah satu asas perundang-undangan mengatakan bahwa  undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, atau dengan istilah “ lex specialis derogat legi generalis”. Artinya undang-undang yang khusus lebih diutamakan dari pada undang-udang yang umum. Secara yuridis jika suatu hal tertentu diatur oleh perundang-undangan yang bersifat khusus maka diutamakan yang khusus itu. 
 Jika terdapat dua aturan khusus maka dipakai yang lebih khusus lagi dari kedua aturan tersebut. Oleh sebab itu jika terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak maka aturan yang akan dipakai adalah UU No.23 Tahun 2002 dengan kata  lain KUHP dikesampingkan. Lebih khusus lagi jika kekerasan terhadap anak itu terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga maka akan digunakan UU No.23 tahun 2004.   
Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak  diantaranya adalah: 

1. Pasal 285 : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan     memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun 

2. Pasal 287 : Barang  siapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  di  luar  perkawinan,  padahal diketahuinya  atau  sepatutnya  harus diduganya bahwa  umumya  belum  lima  belas tahun,  atau  kalau  umurnya  tidak  jelas,  bawa  belum  waktunya  untuk  dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Pasal 288
(1) Barang  siapa  dalam  perkawinan  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  yang diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  yang  bersangkutan  belum waktunya  untuk  dikawin,  apabila  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  dijatuhkan  pidana  penjara  paling lama delapan tahun.  
(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
4. Pasal 289
Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  seorang  untuk melakukan  atau membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam  karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

5. Pasal 290
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

(1) Barang  siapa melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seorang  padahal  diketahuinya atau  sepatutnya  harus  diduganya,  bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun  atau kalau umumya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin: 
(2) Barang  siapa  membujuk  seseorang  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus diduganya bahwa umurnya belum  lima belas  tahun atau kalau umumya  tidak  jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

6. Pasal 294
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atapun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama :

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjaganya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.  
7. Pasal 295

(1) Diancam :  

1. Dengan pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  barang  siapa  dengan  sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak  tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau  penjagaannya  diserahkan  kepadanya,  ataupun  oleh  bujangnya  atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; 
2. Dengan pidana penjara paling  lama empat  tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan  oleh  orang  yang  diketahuinya  belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.   

8. Pasal 332
:

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara;  

1. paling  lama  tujuh  tahun,  barang  siapa  membawa  pergi  seorang  wanita  yang belum  dewasa,  tanpa  dikehendaki  orang  tuanya  atau  walinya  tetapi  dengan persetujuannya.  dengan  maksud  untuk  memastikan  penguasaan  tezhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;  
2. paling  lama  sembilan  tahun,  barang  siapa  membawa  pergi  seorang  wanita dengan  tipu  muslihat,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  dengan  maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.  


Sedangkan pasal-pasal mengenai penganiayaan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak diantaranya adalah : 

1. Pasal 351 :
(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.  

2. Pasal 353:

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan  itu mengakibatka  luka-luka berat,  yang bersalah  dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

(3) Jika perbuatan  itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

3. pasal 354:

(1) Barang  siapa  sengaja  melukai  berat  orang  lain,  diancam  karena  melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.  

4. pasal 355:
(1) Penganiayaan  berat  yang  dilakukan  dengan  rencana  terlebih  dahulu,  diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun.  

5. pasal 356: 
Pidana  yang ditentukan dalam pasal  351, 353, 354 dan  355 dapat  ditambah dengan sepertiga:  

1. Bagi  yang melakukan  kejahatan  itu  terhadap  ibunya, bapaknya  yang  sah,  istrinya  atau anaknya;
2. Jika  kejahatan  itu  dilakukan  terhadap  seorang  pejsbat  ketika  atau  karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang herbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.   

Adapun ketentuan khusus mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 80 sampai Pasal 82, yaitu:

1. Pasal 80;

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. 

2. Pasal 81;

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana  dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)  tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling  sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2)  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  

3. Pasal 82;  

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Disamping UU No. 23 tahun 2002 untuk memelihara anak di dalam lingkungan rumah tangga dari berbagai bentuk kekerasan juga terdapat aturan khusus lagi yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam ayat 1 pasal 2 UU No 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa: lingkup rumah tangga  meliputi : suami, isteri, dan anak. Adapun mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak dan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam ruang lingkup rumah tangga diatur dalam pasal 6 sampai pasal 8 dan pasal 44 sampai dengan pasal 48 UU No.23 tahun 2004.
1. Pasal 6 

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 

2. Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Pasal 8 

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 

4. Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

5. Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

3. Pasal 46

Setiap orang yang melakukan persbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Pasal 48 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


Dari paparan beberapa aturan hukum mengenai kekerasan terhadap anak di atas, terdapat perbedaan dan perubahan dalam masing-masing aturan hukum. Dalam KUHP tidak dijumpai kata kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Kata-kata kekerasan hanya ditemui dalam konteks kekerasan seksual yang terdapat dalam pasal 285 dan pasal 289 dan ini berlaku umum. Mengenai kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak belum ditemukan hanya terdapat aturan  tentang penganiayaan. Dalam pemberian sanksi hukum dalam KUHP hanya terdapat hukuman pokok untuk masing-masing kejahatan yaitu hukuman penjara dan denda. Dalam masalah denda KUHP memberikan patokan dengan harga uang rupiah seperti yang tertera dalam pasal 351 yaitu penganiayaan diancam penjara delapan bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,-. Aturan denda uang ini tidak logis karena patokan uang rupiah tidak bisa dijadikan jaminan utuh karena nilai rupiah berubah-ubah. Sekarang uang Rp. 4.500,- tidak berarti lagi karena itu nilainya sangat rendah.



KUHP telah memberikan aturan tambahan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sebanyak sepertiga, bila yang melakukan kejahatan adalah ibu, bapak, istri, atau anak, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 356. Penambahan hukum bagi ayah, ibu, istri dan anak tidaklah logis karena apabila hukuman penjara ditambah sepertiga maka yang menanggung kerugian adalah anak itu sendiri karena jauh dari orang tua mereka. 



Setelah keluarnya UU No.23 tahun 2002 maka aturan KUHP ini dikesampingkan. UU No.23 tahun 2002 telah mengenal adanya bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 69 bahwa kekerasan terhadap anak terbagi tiga yaitu kekeran fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak ini hanya berbentuk istilah sedangkan pengertian masing-masing kekerasan tersebut tidak disebutkan dalam pasal-pasal sesudahnya. Mengenai sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam UU No.23 tahun 2002 berupa hukuman pokok yaitu penjara dan denda. Hukuman penjara dalam UU No.23 tahun 2002 masih sama dengan KUHP yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, sedangkan hukuman denda sudah ditambah minimal Rp.72.000.000,- dan maksiamal Rp.300.000.000,-. Sama halnya dengan aturan KUHP kelemahan dari denda berupa uang rupiah ini didaklah logis karena nilai mata uang selalu berobah-obah.



Penambahan hukuman menjadi sepertiga juga terdapat dalam UU No.23 tahun 2002 sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 4 pasal 80 yaitu bila yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak orang tuanya maka hukuman ditambah sepertiga. Sama halnya dengan aturan KUHP penambahan hukuman sepertiga bagi orang tua ini hanya akan merugikan anak yang ditinggal orang tua mereka.



Setelah UU No.23 tahun 2002 lahirlah UU No.23 tahun 2004. Berbeda halnya dengan UU No.23 tahun 2002 bahwa UU No.23 tahun 2004 ini memberikan aturan lebih khusus mengenai tidak pidana kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam ruang lingkup rumah tangga. Jika kekerasan fisik, psikis, dan  seksual dalam UU No.23 tahun 2002 tidak dijelaskan pengertiannya maka dalam UU No.23 tahun 2004 dijelaskan pengertian masing-masing kekerasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5, 6, dan 7. Aturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam UU No.23 tahun 2004 sama halnya dengan KUHP dan UU No.23 tahun 2002 yaitu hukuman penjara dan denda. Akan tetapi aturan hukum ini lebih jelas dari UU No.23 tahun 20002 dimana hukuman tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan seksual sudah dipisah dalam pasal yang berbeda. Penambahan hukuman sepertiga bagi orang tua tidak terdapat dalam UU No.23 tahun 2004 hingga hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan UU No.23 tahun 2002. 
Contoh putusan hakim mengenai kasus kekerasan terhadap anak  adalah putusan pidana pengadilan negeri Padang No.21 /Pid.B /2012.PN. PDG. Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku menurut UU No.23 Tahun 2002. Dalam kasus ini kekerasan terhadap anak dilakukan oleh Mazwar panggilan Wai terhadap Viki dengan cara menamparnya. Majelis hakim pengadilan negeri Padang yang diketuai oleh Astriwati, SH menjatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Mazwar karena terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 80 ayat (1). 
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